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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 24 TAHUN 2015
=====================================================
 PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN TABANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang
:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan, mengamanatkan bahwa mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Dasar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang  Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tabanan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun   2008 tentang Pendanaan Pendidikan    (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2008 Nomor 91, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru Dengan Tugas Tambahan  Sebagai Kepala Sekolah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri   Dalam   Negeri   Republik   Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang        Pedoman Pengintegrasian  Layanan  Sosial  Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 Nomor 288);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan  Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan  Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan  Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan  Nomor 3);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN DASAR DI  KABUPATEN TABANAN.
BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah   Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tabanan

5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Tabanan.

7. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Badan  pengelola  adalah  Lembaga  atau  perorangan  yang berbadan   hukum   dan   mempunyai   anggaran   dasar   dan anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan
12. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, bebentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sedrajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
13. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sedrajat.

14. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, social dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

15. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang tersetruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah.

17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

18. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

19. Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Tabanan.

20. Sekolah Luar Biasa selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa  (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

21. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, jaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.

23. Standar pendidikan adalah kreteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan di daerah.

24. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

25. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

26. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

27. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan ponyelenggaraan sitem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat belangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

28. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia, terukur pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

29. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

30. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

31. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN DASAR
Pasal 2

Penyelenggaraan
Penyelenggaraan pendidikan dasar berorientasikan pada :

a. Pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
b. Peningkatan mutu pendidikan;
c. Peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas publik;

d. Pembangunan    yang    berkeadilan    dengan    memberikan perhatian   khusus   kepada   daerah   terpencil   dan   wilayah pedesaan; dan
e. Layanan  pendidikan   berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3
Bentuk Penyelenggaraan
(1) Penyelenggaraan pendidikan dasar dapat  dilaksanakan melalui jalur pendidikan  formal, pendidikan nonformal dan  pendidikan informal.
(2) Penyelenggaraan   pendidikan dasar   melalui   jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SD/MI dan SMP/MTs.
(3) Penyelenggaraan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan nonformal   sebagaimana   dimaksud pada ayat (1)   dalam bentuk kejar paket A dan kejar paket B.
(4) Penyelenggaraan   pendidikan dasar    formal    dan pendidikan dasar nonformal dilaksanakan dengan penerapan    Manajemen Berbasis Sekolah.
(5) Penyelenggaraan pendidikan dasar melalui        jalur informal sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  pendidikan yang  dilakukan  oleh keluarga (orang tua) dan  lingkunganyang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
Pasal 4
Penyelenggara
(1) Penyelenggara pendidikan dasar dapatdilaksanakan oleh :
a. Pemerintah Kabupaten;
b. Badan Pengelola penyelenggaraan  satuan  pendidikan; dan
c. Satuan Pendidikan.
(2) Pendidikan dasar formal dalam   bentuk   SD dan SMP Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. 
(3) Pendidikan dasar formal dalam bentuk   MI dan MTs Negeri diselenggarakanoleh Kantor Kementerian Agama.
(4) Pendidikan dasar formal dalam bentuk      SD, MI, SMP dan MTs swasta diselenggarakan oleh yayasan swasta.
(5) Pendidikan dasar nonformal dalam bentuk      kejar paket A dan kejar paket B diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yayasan swasta.

Pasal 5
Jadwal, Waktu dan Lama 
Penyelenggaraan
(1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan  pendidikan dasar di SD/MI dan SMP/MTs, pada  jalur    pendidikan    formal    sesuai    kalender  pendidikan yaitu untuk SD/MI 175-245 menit per hari dan untuk SMP/MTs 200-280 menit per hari ;
(2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan     kegiatan belajar mengikuti kalender  pendidikan paling sedikit  dilaksanakan  6  (enam) kali   pertemuan dalam 1 (satu)   minggu.
(3) Lama pendidikan dasar formal di SD/MI ditempuh selama 6 (enam) tahun dan di SMP/MTs ditempuh selama 3 (tiga)   tahun.
Pasal 6
Tempat Penyelenggaraan
SD/MI dan SMP/MTs formal dan nonformal   diselenggarakan   di bangunan  gedung  atau  tempat-tempat  yang  layak,  aman dan  nyaman  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak sesuai dengan standar   yang berlaku. 
Pasal 7
Persyaratan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan pada pendidikan dasar wajib    memenuhi    persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki struktur pengelola;
b. memiliki   tempat   yang   memenuhi   standar   kelayakan penyelenggaraan   pada pendidikan dasar, dengan status bangunan gedung/ tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
c. memiliki    tempat    yang    aman,    nyaman,    terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak;
d. memiliki peserta didik;
e. memiliki tenaga pendidik;
f. memiliki tenaga kependidikan;
g. memiliki sarana dan prasarana;
h. memiliki program pembelajaran/kurikulum;
i. memiliki kemampuan pembiayaan;
j. memiliki  sertifikat yang  diselenggarakan oleh Pemerintah dan sertifikat, akta  notaris  bagi pendidikan dasar yang didirikan oleh swasta;
k. memasang papan nama; dan
l. memiliki cap/stempel lembaga.
Pasal 8

Perubahan  Penyelenggaraan
Pendidikan Dasar
(1) Dalam hal  terjadi  perubahan      kepemilikan Badan Penyelenggara Pendidikan Dasar,   maka Penyelenggara Pendidikan Dasar   wajib melaporkan secara  tertulis kepada Dinas    dan Kankemenag dengan melampirkan:
a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
b. salinan akta/ surat Badan  Penyelenggara   Pendidikan Dasar   yang baru.
(2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/ atau lokasi penyelenggaraan Pendidikan Dasar, maka Penyelenggar Pendidikan Dasar wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Agama Kabupaten.
(3) Terhadap perubahan kepemilikan Badan penyelenggara, nama dan/atau lokasi   penyelenggaraan    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), izin penyelenggaraan diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.
Pasal 9
Laporan Pembiayaan

(1) Satuan Pendidikan Dasar menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS);  

(2) Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari dana pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga dilaporkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan;

(3) Realisasi  Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai  mana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari dana pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga dilaporkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan;

(4) Semua laporan penyelenggaraan pendidikan dasar ditembuskan ke UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 15 Mei 2015
BUPATI TABANAN,

          TTD
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 15 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

                           TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
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